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Abstrak
 

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

426/PDT/2019/PT BDG mengenai batal demi hukumnya Akta PKR disebabkan adanya perbuatan melawan

hukum dengan RUPS yang mendasarinya, serta tanggung jawab notaris atas batalnya Akta PKR tersebut.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum semakin dikenal di masyarakat seiring dengan perkembangan

perekonomian. Sebagai Pejabat Umum yang berwenang, Notaris banyak memberikan jasanya kepada

Perseroan Terbatas dengan pembuatan akta autentik. Salah satu akta autentik dibuat Notaris untuk PT adalah

akta PKR. Putusan dalam penelitian ini mengadili kemungkinan dilakukannya perbuatan melawan hukum

dalam pelaksanaan RUPS PT. PTP dan melibatkan Akta PKR yang dibuat oleh Notaris BR berkenaan RUPS

PT. PTP tersebut. Dalam kasus ini, Saudara HS menggugat Saudara JP dan Saudara DKM karena meyakini

bahwa telah dilakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan RUPS PT. PTP, dan meminta hakim

memutus batal demi hukum Akta PKR yang terkait dengan RUPS tersebut. Untuk menjawab permasalahan

tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, karena diteliti data sekunder berkaitan dengan

pertimbangan hakim dalam pembuatan Putusan, serta pustaka berkaitan keseksamaan Notaris dan

pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta PKR. Hasil dari penelitian adalah bahwa perbuatan

melawan hukum memang telah dilakukan dalam RUPS PT. PTP tersebut, dan dapat menjadi dasar batal

demi hukum Akta PKR bersangkutan. Adapun pertanggungjawaban Notaris dapat diminta pihak yang

merasa dirugikan melalui pelaporan kepada MPN dan DKN sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada para pihak yang seharusnya menghadirkan ahli dalam bidang

kenotariatan dalam persidangan, serta untuk melaporkan Notaris yang terkait dalam kasus kepada MPN atau

DKN.

......This research studies the judges’ considerations in Bandung High Court Ruling Number

426/PDT/2019/PT BDG regarding the PKR Deed that has been void by law due to unlawful acts in the

General Meeting of Shareholders (RUPS) the PKR Deed is based on, as well as the responsibility of the

notary over the PKR Deed. Limited Liability Companies (PT) as a legal entity is increasingly recognized

along with the development of the economy. As the General Officer with the authority, Notaries provide

services for PT by making authenticated deeds, one of which is PKR Deed. The ruling in this research

adjudicates the possibility of committing unlawful acts in executing the RUPS by PT. PTP and involves the

PKR Deed made by Notary BR on the RUPS. In this case, Mr. HS sued Mr. JP and Mr. DKM due to his

belief that an unlawful act has been committed in the execution of the RUPS by PT. PTP, and as such asked

the judge to rule for the subsequent PKR Deed to be void by law. To answer the problem in this research, a

normative juridical research method was utilized, as the research studies the secondary data in relation to the

judges’ consideration in the ruling, as well as references related to a notary’s thoroughness and

responsibility in making PKR Deeds. This research finds that unlawful acts had indeed been done in the
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execution of PT. PTP RUPS, and can be the reasoning to nullify the subsequent PKR Deed. In regard of

Notary’s responsibilities, aggrieved parties can request it by reporting the relevant Notary to MPN or DKN

in accordance to UUJN or Kode Etik Notaris. This research suggests the disputing parties to present notary

expert witnesses in court, and to report the Notary relevant to the case to MPN or DKN.


